BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENT ASI
PEMBIAYAAB BAY’ AL-WAFA DI KOPERASI BMT-
MASLAHAH CABANG PEMBANTU BUNGATAN KABUPATEN
SITUBONDO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Variasi Harga Jual barang

Dalam bab III sudah dijelaskan tentang implementasi pembiayaan
bay’ al-wafa. Dalam bab tersebut menerangkan beberapa variasi harga
terhadap jual beli sepeda motor Jupiter Z dengan NOPOL (Nomor Polisi) P
6838 EG yang dijadikan objek transaksi, yang transaksinya dilakukan di lain
periode.

Beberapa pendapat juga telah dijelaskan dalam bab II tentang teori
harga dalam perspektif Islam. Harga-harga yang bervariasi ini ada karena
beberapa faktor, diantaranya adalah kebutuhan nasabah akan sejumlah uang
tunai dan taksasi pihak BMT. Namun yang lebih diutamakan dalam penetuan
harga yaitu karena kebutuhan nasabahnya akan uang tunai. Seperti halnya
perincian berikut:

Nasabah membutuhkan uang sejumlah Rp 7.000.000 dengan kondisi
harga pasar terhadap sepeda motor adalah kisaran Rp 7.000.000 s/d Rp
8.000.000." dalam penerapannya oleh BMT itu ditaksir dengan besaran
taksiran adalah 70% karena merupakan nasabah awal. Seharusnya besaran

pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah itu Rp 7.000.000 x 70% =
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Rp 4.900.000. namun pihak BMT tetap memberikan uang tunai sebesar Rp
7.000.000 seperti yang nasabah butuhkan. Begitu seterusnya terhadap
pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh H. Mahfudi di Koperasi BMT-
Maslahah capem Bungatan sebagaimana besaran pembiayaan yang
disebutkan dalam bab III.

Oleh karenanya, keberadaan taksasi harga itu menutup terhadap
terjadinya harga penjualan (kebutuhan akan uang tunai) yang dilakukan
nasabah. Akan tetapi penggunaan taksasi terhadap harga yang diberlakukan
oleh BMT tersebut hanya berlaku kalau nasabah membutuhkan uang
sejumlah uang tunai melebihi kisaran harga pasar pada objek yang akan
ditransaksikan. Hal ini terbukti dengan sejumlah pembiayaan yang diajukan
oleh nasabah sebagaimana disebutkan dalam bab III. Misalnya, pembiayaan
sebesar Rp 3.000.000. jika taksasi harga diberlakukan pada pembiayaan ini,
maka dengan harga sepeda motor Jupiter Z di pasar kalau dijual laku kisaran
harga Rp. 7.000.000. dengan taksasi sebesar 70% maka yang akan diterima
dari transaksi jual beli adalah Rp 4.900.000. Jadi, ketentuan taksasi harga
BMT tidak diberlakukan lagi. Dengan begitu proses pembiayaan yang
berbentuk transaksi jual beli ini hanyalah abal-abal (transaksi tidak serius).
Pemberlakuan taksasi terhadap harga ini hampir setengah harga yang berlaku
di pasaran.

Kasus di atas merupakan ketidakjujuran terhadap penentuan
taksiran harga, sehingga menjadi penyebab tidak bersesuaiannya harga

terhadap harga pasaran. Selain dari ketidakjujuran tentang keberadaan taksasi
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harga, praktik yang dilakukan Koperasi BMT-Maslahah itu tidak sesuai
dengan isi daripada perjanjian. Yang mana dalam perjanjian itu tertulis
bahwa perjanjian itu adalah perjanjian pembiayaan mudarabah, namun pada
praktiknya adalah jual beli yang suatu saat pada waktu jatuh tempo harus
dibeli kembali oleh nasabah apa yang telah dijualnya. dan di dalam perjanjian
mudarabah juga disebutkan bahwa tujuan nasabah melakukan pembiayaan
adalah untuk berdagang, sedangkan nasabah (H. Mafudi) adalah seorang
petani.

Keharusan untuk menkasir harga berdasarkan harga yang normal itu
telah diungkapkan dalam hadits sebagaimana termaktub dalam bab II hal 40,
yaitu dalam hadits Sahih Bukhari No. 2321

Kesesuaian harga yang berlaku di pasaran merupakan keharusan.
Sebagaimana dalam bab II sub bab harga dalam pandangan Islam. Dalam sub
bab tersebut telah dijelaskan keharusan transaksi jual beli itu harus sesuai
dengan harga pasar. Hal-hal yang menghalangi ketidaksesuai harga di pasaran
seperti halnya juga nepotisme itu dilarang. Ditegaskan dalam keputusan
Umar yang menolak jual belinya ‘Abdullah bin Umar karena posisinya
sebagai sahabat Rasulullah saw. Dan sekaligus sebagai ‘Abdullah adalh putra
Umar (lihat bab II hal 27-28).

Dalam kasus pembiayaan oleh H. Mahfudi di Koperasi BMT-
Maslahah, di mana kepala Koperasi BMT-Maslahah capem Bungatan

merupakan suami dari isteri yang asal domisilinya adalah Kampung
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Sambiyan. Jadi tidak khawatir untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah
berapapun.

Meskipun seseorang yang sangat butuh akan uang tunai dapat
menjual barangnya dengan harga yang miring, sebagaimana kebolehannya
seperti diungkapkan oleh Muhammad wasitho. Akan tetapi, satu objek akad
itu lambat laun akan turun sendiri harganya berdasarkan kondisi dari objek
yang ditransaksikannya apalagi objek akad tersebut telah mengalami
kerusakan kecil atau bahkan kerusakan parah.

Kondisi barang yang ditransaksikan oleh H. Mahfudi pada tahun
2013 mengalami kecelakaan parah di Arteri Gempol Pasuruan. Kondisi
seperti ini seharusnya dapat mempengaruhi turunnya harga. Namun berbeda
dengan objek jual beli yang ditransaksikan oleh H. Mahfudi di Koperasi
BMT-Maslahah, yang sebelum kecelakaan sepeda itu dijual kepada BMT
dengan harga Rp. 3.000.000 dan setelah tahun 2013 sepeda itu dibuat
pembiayaan (dijual kembali) dengan harga Rp. 5.000.000. Peristiwa ini sudah
keluar dari konteks hadist yang diriwayatkan oleh oleh Imam Muslim yang
berbunyi:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bishr bin Hakam dan Ibrahim bin
Dinar dan ‘Abdul Jabbar bin 'Ala' dan ini adalah lafadz Bishr,
mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin
'Uyaynah dari Humayd Al A'raj dari Sulayman bin 'Atiq dari Jabir,
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan menetapkan
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pengurangan harga sesuai kadar kerusakan yang ada." Abu Ishaq

berkata, "Dia adalah temannya Muslim." Telah menceritakan kepada

kami Abdurrahman bin Bisyr dari Sufyan seperti ini."

Berdasarkan hadits di atas, hendakanya seseorang yang telah
mentransaksikan barang yang pernah mengalami kerusakan atau cacat itu
diperjualbelikan dengan harga sesuai kadar kerusakannya. Artinya harus ada
penurunan harga setelah terjadi kerusakan. Dan tidak menaikkan harganya
dari harga sebelumnya pada saat ditransaksikan.

Berdasarkan uraian analisa di atas, dan juga berdasarkan jumlah
pembiayaan bay’ al-wafa yang dilakukan oleh H. Mahfudi di Koperasi BMT-
Maslahah dengan menggunakan satu barang berupa sepeda motor Jupiter Z
terjadi fluktuatif harga. Yang mana barang elektronik seperti sepeda motor
semakin lama nilai jualnya semakin rendah dan apalagi pernah mengalami
kecelakaan pada tahun 2013 bulan september di arteri. Sepeda tersebut rusak
parah dan pengemudinya mengalami patah tulang. Meskipun diperbaiki
sepeda tersebut masih banyak kekurangannya, terutama pada bagian kepala
sepeda motor. Hal ini diungkapkan oleh Bahrudin selaku pengguna sepeda
Jupiter Z sampai sekarang:

“Meskipun sepeda saya itu diperbaiki total, tapi yang namanya pernah
kecelakaan parah tetap saja banyak kekuranganya, terutama pada bagian
depan sepeda. Ketika melewati jalan yang berlubang murannya mau lepas.
Jadi setelah perjalanan, saya harus mengencangkan lagi murannya.™

Oleh karenanya, jual beli sepeda ini hanya formalitas saja yang

senyatanya adalah bapak H. Mahfudi melakukan akad hutang di Koperasi

BMT-Maslahah capem Bungatan.

? Bahrudin, Wawancara, Surabaya 1 Juli 2015
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Biaya Sewa

Dalam praktik sewa menyewa objek daripada transaksi jual beli a/-
wafa ini penulis akan menganalisis pelaksanaan dan praktik sewa menyewa,
ini merupakan hal yang baru untuk dianalisis. Karena sebelumnya tidak ada
yang menganalisis tentang pelaksanaan sewa menyewa terhadap objek
transaksi jual beli a/-wafa

Sewa menyewa terhadap objek transaksi jual beli al-wafa
merupakan salah satu dari sekian banyak sewa menyewa yang terjadi di
lembaga keuangan syariah, yang mana penulis perlu untuk membahas
tersendiri guna mendapatkan ketentuan hukum yang pasti, sehingga nantinya
tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam lembaga keuangan
yang mengatasnamakan syariah atau bebas bunga.

Dalam biaya sewa terhadap objek transaksi jual beli a/-wafa penulis
analisis sebagai berikut: Ma’'qud ‘alayh, yang terdiri dari upah dan juga
manfaat. Upah yang berlaku pada penyewaan sepeda motor Jupiter Z itu
berbentuk uang bukan bentuk pemliharaan terhadap sepeda. Jika yang terjadi
itu demikian tidak sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Zaynuddin bin
‘Abdul ‘Aziz al-Malibariy al-Fannaniy dalam kitab fath al-mu’in yang
diterjemah ke dalam bahasa Indonesia oleh K. H. Moch Anwar mengatakan
“tidak sah menyewakan rumah atau hewan kendaraan dengan imbalan
pembangunan dan pemeliharaannya. Tidak sah pula sewa mengulit kambing

dengan upah kulitnya yang telah disayat atau sewa menggiling gandum
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dengan upah terigunya”.’ Pendapat tersebut juga selaras dengan Ulama
Hanafiya yang mengatakan “upah atau sewa tidak sejenis dengan manfaat
yang disewa’.' Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh
memberikan upah menggunakan sesuatu yang timbul (hasil) daripada barang
yang disewakan. Selain itu, barang yang disewakan dapat diserahkan kepada
nasabah beserta manfaatnya. Mengenai manfaat dari barang yang disewakan
itu menuntut kejelasan. Sebagaimana sepeda motor yang disewa oleh nasabah
bukan untuk melakukan maksiat, karena sewa menyewa untuk maksiat itu
dilarang.” Melainkan sewa tersebut untuk mempermudah bepergiannya
nasabah.

Terkait dengan penetapan harga sewa yang diberlakukan oleh BMT,
penulis menganlisisnya sebagai berikut: dalam kitab fath al-mu’in dikatakan
“Dianggap sah menyewa suatu manfaat (jasa) yang dapat ditaksir nilainya,
yakni mempunyai harga standar, telah dimaklumi barangnya, jumlah dan sifat
(spesifikasinya), dan manfaat berkaitan langsung dengan penyewa, tetapi
tujuannya tidak mengandung makna memiliki barang tersebut”.® Pendapat ini
memberikan pengertian bahwa, manfaat dari suatu objek yang disewakan itu
jika dapat ditaksir nilainya dan mempunyai harga yang standar, maka sewa
menyewanya itu sah. Perbedaan biaya sewa yang timbul karena kuantitas
(daya beli) dari sutau barang itu dapat dibenarkan. Seperti contoh jika

seseorang hendak beperrgian dari terminal probolinggo ke Bungorasih dengan

? Zaynuddin bin Abdul ‘Aziz al-Malibari al-Fannaniy, Terjemah Fathul Mu’in..., 934.
* H. Nasrun Haroen, Figh Muamalah...,235.

> Ibid., 233.

6 Zaynuddin bin ‘Abdul ‘Aziz al-Malibari al-Fannaniy, Terjemah Fathul Mu’in....935.
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menggunakan bus yang berbeda yakni patas dan bus tarif biasa, maka
tarifnyapun berbeda. Yang mana bus tarif biasa itu Rp 20.000 sedangkan
patas Rp 30.000. Perbedaan itu tidak hanya pada fasilitas yang diberikan
armada masing-masing berbeda, melainkan juga karena harga pada pembelian
awal bus itu juga berbeda. Sama halnya dengan pembiayaan bay’ al-wafa
yang diberikan oleh Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan.
Hanya saja karena dari segi penetuan harga sewa terhadap satu objek
transaksi dalam kurun waktu yang berbeda itu tarif sewa berbeda. Ini
dibuktikan dengan beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh H. Mahfudi.
Dalam kasus pembiayaan pertama dengan besarnya pembiayaan Rp 5.000.000
dengan biaya sewa atau keuntungan di dapat oleh BMT adalah 3% atau Rp
150.000 perbulannya. dengan kondisi manfaat barang itu masih nyaman
untuk dikendarai. Pada pembiayaan ke dua sebesar Rp 7.000.000 dengan
biaya sewa perbualnnya adalah Rp 210.000. pada bab III juga dijelaskan
sebelum tahun 2013 juga melakukan pembiayaan di Koperasi BMT-Maslahah
sebesar Rp 3.000.000 dengan besaran biaya sewa atau margin sebesar Rp
90.000. Kembali lagi H. Mahfudi melakukan pembiayaan setelah tahun 2013
(sepeda telah mengalami kecelakaan) melakukan pembiayaan sebesar Rp
5.000.000 dengan besaran biaya sewa Rp 150.000 dengan kondisi manfaat
barang sedikit tidak nyaman sebagaimana pembiayaan awal. Dengan
mengacu fakta urutan pembiayaan yang dilakukan oleh H. Mahfudi,
penerapan biaya sewa ini bukan berdasarkan manfaat yang diberikan oleh

sepeda tersebut, melainkan berdasarkan besaran pembiayaan. Artinya, yang
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disewakan oleh Koperasi BMT-Maslahah itu bukan manfaat dari suatu
barang, melainkan uang yang disewakan. Syarat sah pada objek akad 7jarah
adalah ‘ayn-nya itu kekal (lihat bab II hal 45). Karena yang disewakan adalah
uang dan sifatnya uang itu kalau dipakai terus menerus uang tersebut akan
habis. Sedang penentuan tarif biaya sewa pada pembiayaan bay’ al-wafa di
Koperasi BMT-Malsahah itu berdasarkan besarnya pembiayaan. Sedang
dalam fatwa DSN tentang ijarah telah dijelaskan bahwa “Kelenturan
(flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu,
tempat dan jarak”.” Selain itu juga disebutkan dalam KHES (Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah) “pasal 315 ayat 1, menyatakan bahwa nilai atau
harga fjarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Sedang satuan
yang dimaksud dijelaskan dalam ayat 2 yang berbunyi “satuan waktu yang
dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/atau tahun.® Dan
analisa di atas pada barang bukan merupakan jual beli lagi, melainkan
hutang-piutang antara nasabah dengan Koperasi BMT-Maslahah. Maka pada
sesungguhnya biaya sewa adalah bunga(keuntungan yang diakibatkan oleh

hutang-piutang).

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Biaya Sewa Setelah Pembayaran
Angsuran Pembelian Barang
Pada analisa ini, penulis menganilis terhadap perubahan biaya sewa

setelah dilakukan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

7 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV 2000
8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), cet-1, Edisi Revisi , 91.
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Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika membuat
kontrak adalah harus memenuhi kontrak yang telah disepakati oleh para
pihak. Seperti contoh seorang melakukan perjanji jual beli. Maka penjual
wajib memberikan barang dan yang telah ia jualnya dan pembeli wajib
membayarkan sejumlah uang kepada penjual seharga yang telah disepakati
bersama.

Ekonomi masyarakat petani sangat fluktuatif. Namun banyak
turunnya ketimbang naiknya. Oleh sebab itu, petani akan mempunyai uang
ketika masa panen. Masa tanam sampai panen adalah skitar 4 bulan. Ini
merupakan kesempatan bagi petani untuk melakukan pembayaran kepada
seseorang atau lembaga yang memberikan pembiayaan. Pelunasan
pembiayaan atau pembelian kembali oleh orang yang melakukan pembiayaan
banyak yang tidak langsung sepenuhnya dilunasi, bahkan hanya membayar
separuhnya.

Dalam praktik yang diterapkan oleh Koperasi BMT-Maslahah
capem Bungatan ini, dalam hal pemberian pembiayaan bay’ al-wafa, di mana
nasabah dituntut untuk membeli kembali ketika jatuh temponya berakhir
beserta biaya sewa pada bulan jatuh tempo tersebut.

Contoh kasus seperti yang dilakukan oleh H. Mahfudi dalam
usahanya melunasi angsuran pembiayaan bay’ al-wafa kepada BMT-
Maslahah dalam pembiayaan sebesar Rp 3.000.000 seperti yang disebutkan
dalam bab III. Pembayaran pada sebagian pokok angsuran itu berdampak

pada biaya sewanya, yang semula harus membayar Rp 90.000 untuk
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pembiayaan Rp 3.000.000, karena pokok angsurang dibayar Rp 2.000.000,
maka biaya sewa menjadi berkurang yakni Rp. 30.000. Usaha pembayaran
sebagian pokok angsurang yang dilakukan oleh nasabah merupakan
pembelian kembali, namun hanya sebagian saja.

Karena dalam analisis kedua pada implementasi biaya sewa
disebutkan, bahwa senyatanya penerapan sewa ini didasarkan bukan pada
manfaat barang yang disewakan. Melainkan berdasarkan besarnya
pembiayaan dan yang disewakan bukan juga sepeda melainkan uang yang
disewakan. Maka praktik ini adalah sebenarnya hutang-piutang. Oleh
karenanya, pokok piutang yang dibayarkan hanya sebagian dan
mengakibatkan perubahan pada angsuran berikutnya merupakan bunga yang
semakin kecil dan ini tidak dapat dikategorikan dalam pengalihan aset secara
berangsur akibat adanya pembelian dalam barang yang berserikat atau dalam

konsep Islam dikenal dengan istilah (musharakah mutanagqisah).



